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[bookmark: _GoBack]ABSTRAK
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur dan untuk mengetahui keberhasilan Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kepegawaian dan faktor Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cianjur. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode analitis. Penelitian dilakukan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cianjur. berada di Jalan Raya Bandung KM 2 No. 63 Karangtengah, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, narasumber/informan dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur, Kepala Bidang Pengembangan Karir, Kepala Subbagian Perencanaan dan Informasi Kepegawaian, dan Pengelola SIMPEG. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan observasi dan wawancara.
Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur yang secara umum telah dilakukan dengan cukup baik. Namun dalam penerapan kebijakan Sistem Informasi Kepegawaian masih terdapat kendala yang salah satunya adalah mengenai Keberhasilan Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cianjur dan faktor yang dapat mendorong dan menghambat dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cianjur. 
Kata kunci : 	Implementasi kebijakan publik:
1. Komunikasi;
2. Sumber daya;
3. Disposisi;
4. Struktur birokrasi.



ABSTRACT
The purpose of this research is to find out how the Implementation of Personnel Information System Policy at the Regional Education and Training Personnel Board of Cianjur Regency and to determine the success of the Implementation of the Personnel Information System Policy and the factors of Implementation of the Personnel Information System Policy at the Regional Education and Training Personnel Agency (BKPPD) Cianjur Regency. . This research was conducted in 2021.
This study uses a qualitative approach and this type of research uses descriptive qualitative research with analytical methods. The research was conducted at the Regional Education and Training Personnel Agency (BKPPD) of Cianjur Regency. located on Jalan Raya Bandung KM 2 No. 63 Karangtengah, Cianjur Regency, West Java Province. The data used in this study are primary data and secondary data, the resource persons/informants in this study were the Head of the Cianjur Regency Regional Personnel Education and Training Agency, the Head of Career Development, the Head of the Planning and Personnel Information Subdivision, and the SIMPEG Manager. Data collection techniques in this study were carried out using observation and interviews.
The implementation of the Civil Service Information System Policy in the Regional Education and Training Personnel Board of Cianjur Regency which in general has been carried out quite well. However, in the implementation of the Civil Service Information System policy, there are still obstacles, one of which is regarding the successful implementation of the Employment Information System Policy in the Regional Education and Training Personnel Agency (BKPPD) of Cianjur Regency and the factors that can encourage and hinder the implementation of the Implementation of the Civil Service Information System Policy at the Civil Service Agency. Regional Education and Training (BKPPD) Cianjur Regency.
Keywords: 	Public policy implementation:
1. Communication;
2. Resources;
3. Disposition;
4. Bureaucratic structure.
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